BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 2  TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN

Menimbang

Mengingat

a.

—

TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 316 dan
Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah. Kepala Daerah mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) vang
digjukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 vang dijabarkan ke
dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan
prioritas dan plafon anggaran sementara vang telah disepakati
antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 10
September 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh

Barat Dava Tahun Anggaran 2021;

. Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Pgnvelenggaraan Negara vang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Aceh Barat Dava. Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten
Aceh Jaya. Kabupaten Nagan Rava dan Kabupaten Aceh
Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



i

10.

11.

12.

13.

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembhangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik jndonesia. Nomor 4438);
Undang-Undang Nomeor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633);

- Undang-Undang Norpor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomoy 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Npmor 5587) sebaggimana telah diubgh beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerinfah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Lgvanan Umum (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lemparan Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomeor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6177):
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. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indenesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165):

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pgngawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 6041);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administrasi Pimpingn dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42):

Peraturan Pemerintgh Nomor 13 Tahun 2019 tgntang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah ¢iubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Tgta Cara Evaluas) Rancangan Peraturan Daerah tgntang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011
fentang Perubahan gtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor $23);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan  Kemampuan  Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor S0 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi. Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2016
tentang Penvertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
Dava pada Perseroan Terbatas Bank Aceh;

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016
tentang Penvertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat



Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh
Barat Daya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Qanun Kabupaten Aceh Barat Dava Nomor 13 Tahun 2016
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila;

30. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 6 Tahun 2020
tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Barat Daya Tahun Anggaran 2021;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
dan
BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN
ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Dava.

L.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

3. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh f \
Barat Daya. i

4. Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

5. Belanja Daerah adalah Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya.

6. Pembiayaan Daerah adalah Pembiayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat Dava.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran
2021 semula sebesar Rp1.036.931.604.914,00 berkurang sebesar
Rp(1.667.732.217,00) sehingga menjadi Rpl.035 263.872.697,00, dengan rincian
sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah
a. Semula Rp948.776.055.425,00
b. Bertambah /(herkurang) Rp(27.922.977.851,00)
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp920.853.077.574.00
2. Belanja Daerah
a. Semula Rpl1.036.931.604.914.,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp(1.667.732.217,00)
Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp1.035.263.872.697.00
3. Pembiavaan Daerah
a. Penerimaan Pembiavaan
1) Semula Rp94.155.549.489.Q0
2) Bertambah /(berkurang) Rp25.755.245.634,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan
Rp119.910.795.123,00
b. Pengeluaran Pembiavaan
1) Semula Rp6.000.000.000,0Q
2) Bertambah /(berkurang) Rp(500.000.000,00)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp5.500.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp114.410.795.123,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp............



Pgsal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber
dari :
a. Pendapatan Asli Daerah
1) Semula Rp106.434.687.211.00
2] Bertambah/(berkurang) Rp(19.052.735.240,00)
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp87.381.951.971.00
b. Pendapatan Transfer
1) Semula Rp822.607.168.214.00
2) Bertambah/(berkurang) Rp(7.287.030.611,00)
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp815.320.137.603,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
1) Semula Rp19.734.200.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp(1.583.212.000.00)
Jumlah lain-lain pendapatan daerah vang sah setelgh perubahan
Rp18.150.988.0Q0.00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hyruf a.
bersumber dari :
a. Pajak Daerah: _
1) Semula Rp7.190.000.000,00
2] Bertambah /(berkurang) Rp............
Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp7.190.000.000,00
b. Retribusi Dgerah;
1) Semula Rp2.272.588.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp............
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp2.272.588.000,00 f;\
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah vang dipisahkan;
1) Semulg Rp1.600.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp............
Jumlah Thasil pengelolaan kekavaan daerah setelah perubahan
Rp1.600.000.000,00
d. Zakat;
1) Semulg Rp3.000.000.000.00
2) Bertambah/(berkurang) Rp............
Jumlah Zakat setelah perubahan Rp3.000.000.000,00
e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah vang Sah;
1) Semula Rp19.734.200.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp1.583.212.000,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan
Rp18.150.988.000,00
(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,
bersumber dari :
a. Transfer Pemerintah Pusat;
1) Semula Rp798.608.357.406,00
2) Bertambah/{berkurang) Rp(10.400.247.946,00)
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan
Rp788.208.109 460,00
b. Transfer Antar Daerah:
1) Semula Rp23.998.810.808,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp3.113.217.335,00
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp27.112.028.143,00



(3]

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b, bersumber dari :
a. Pendapatan Hibah
1)  Semula Rp3.250.000.000,00
2] Bertambah /(berkurang) Rp(2.050.000.000,00)
Jumlah hibah setelah perubahan Rp1.200.000.000,00
b. Dana Darurat
1)  Semula Rp............
2) Bertambah/(berkurang) Rp............
Jumlah dana darurar setelah perubahan Rp...........
¢. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
1) Semula Rpl16.484.200.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp466.788.000,00
Jumlah Jlain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan setelah perubahan Rp16.950.988.000,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas -

a.

d.

Belanja Operasional;

1) Semula Rpb621.460.204.281,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp9.839.941.692.00

Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan Rp611.620.262.589.,00

Belanja Modal: A
1) Semula Rp202.388.597.408,00

2] Bertambah /(berkurang) Rp6.557.294.568.00

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp208.945.891.976.,00
Belanja Tidak Terduga:

1) Semula Rp48.759.699.993.00

2) Bertambah/(berkurang] Rp2.448.188.602.00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setejah perubahan Rp51.207.888.595,00
Belanja Transfer; ' '

1) Semula Rp164.323.103.232,00

2] Bertambah/(berkurang) Rp(833.273.695.00)

Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp163.489.829.537,00

Pasal 6

Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri
atas :
a. Belanja Pegawai
1) Semula Rp349.571.953.703,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp22.744.212.989,00 _
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp326.827.740.714,00
b. Belanja Barang dan Jasa
1) Semula Rp220.332.878.101,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp28.124.455.404,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan
Rp248.457.333.505.00
c. Belanja Bunga
1)  Semulg Rp............
2) Bertambah/(berkurang) Rp............
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp...........
d. Belanja Subsidi
1) Semula Rp............
2) Bertambah/(berkurang) Rp............
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp...........



(2)

(3)

(4)

Belanja Hibah

1) Semula Rp44.370.368.317,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp(16.030.153.800,00)

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp28.340.214.517,00
Belanja Bantiian Sosial

1]  Semula Rp7.185.004.160.00

2] Bertambah/(berkurang) Rp809.969.693,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp7.994.973.853,00

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

da.

Belanja Modal Tanah

1) Semula Rp8.929.175.656,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp(3.575.669.156,00)

Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan Rp5.353.506.500,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1) Semula Rp35.296.837.476.00

2) Bertambah /(berkurang) Rp3.010.049.099,00

Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan
Rp38.306.886.575,00

Belanja Modal Bangunan dan Gedung

1) Semula Rp51.511.160.174,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp679.035.885.00

Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah perubahan
Rp52.190.196.059,00 "

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

1) Semula Rpl105.971.889.102,00

2} Bertambah/(berkurang) Rp4.210.440.364.00

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan. dan Irigasi setelah perubahan
Rp110.182.329.466,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1) Semula Rp659.535.000,00

2) Bertambah/{berkurang) Rp2.253.438.376,00

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan
Rp2.912.973.376,00

Belanja Modal Aset Lainnya;

1) Semula Rp20.000.000,00

2] Bertambah/(berkurang) Rp(20.000.000,00)

Jumlah Belanja Modal Aset Tidak Berwujud setelah perubahan

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri
atas Belanja Tidak Terduga, vaitu:

a.
b.

Semulia Rp48.759.699.553,00
Bertambah/{berkurang) Rp2.448.188.602,00

Jumlah Tidak Terduga setelah perubahan Rp51.207.888.595.00
Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :

a.

Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp1.063.286.132,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp......ccocooeeenin .

Jumiah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp1.063.286.132,00
Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rpl163.259.817.100,00

2] Bertambah/(berkurang) Rp(833.273.695,00)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan
Rpl162.426.543.405.00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
Penerimaan Pembiayaan

a.



(1)

(2)

1)
2]

Semula Rp94.155.549.489.00
Bertambah/(berkurang) Rp25.755.245.634,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp119.910.795.123,00
Pengeluaran Pembiayaan.

1)
2)

Semula Rp6.000.000.000,00 _
Bertambah /(berkurang) Rp(500.000.000.00)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp5.500.000.000,00

Pasal 8

Penerimaan pembiayvaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri

atas :

a.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
1) Semula Rp94.155.549.489.,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp25.755.245.634.00

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah

perubahan Rp119.910.795.123.00

Pencairan dana cadangan

1) Semula Rp............

2) Bertambah/(berkurang) Rp............

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp...........

Hasil penjuglan kekayvaan daergh vang dipisahkap

1)  Semula Rp............

2) Bertambah/(berkurang) Rp............

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah
perubahan Rp...........

Penerimaan pinjaman daerah

1)  Semula Rp............

2) Bertambah/(berkurangj Rp............

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp...........
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1) Semulq ' o MEREIR

2] Bertambah/(berkurang) Rp............

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah
perubahan Rp...........

Penerimaan pembiayvaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

1) Semula Rp............

2] Bertambah/(berkurang) Rp............

Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp...........

Pengelyaran pembiavaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b,
terdiri atas :

a.

Pembentukan dana cadangan

1) Semula Rp............

2) Bertambah/(berkurang) Rp............

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp..........
Penyvertaan modal daerah

1) Semula Rp6.000.000.000.00

2) Bertambah/(berkurang) Rp(500.000.000,00)

Jumlah penyertaan modal daerah setelali perubahan Rp35.500.000.000C,00
Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1} Semula Rp............

2) Bertambah/(Berkurang) Rp............

Jumlah pembavaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah
periithahan Rp...

Pemberian Pm}aman Daerah

1) SemulgRp............



(1)

(2)

(3)

2) Bertambah/(Berkurang) Rp............
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp...........
€. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
1) SemulaRp... .....
2) Bertambah/(Berkurang) Rp.......... »
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp...........

Pasal 9

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan

Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran vang belum tersedia

anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam

Qanun ini, yang selanjutya dimasukan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat

Daya tentang Perubahan atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021,

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar
biasa;

b.  Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

¢. [Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada avat (1) meliputi :

a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat vang

anggarannva belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b.  Belanja daeyah vang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib:

¢.  Pepgeluaran daerah yang bergda diluar kendali Pemerintah Daergh dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan: dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnva vang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Qanyun ini terdiri dari :

1.

2.

3.

SJ‘

-1 Oy

Lampiran] Ringkasan Perubahan APBD vang Diklasifikasi Menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiavaan;

Lampiran Il Ringkasan Perubahan APBD vang Diklasifikasi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran IIl Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan

' Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,

Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiavaan;

Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub
Kegiatan beserta Kelyaran;

Lampiran V.  Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara:

Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM:

Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan
Perubahan APBD:; '

Lampiran VIII Sinkronisasi Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan
Perubahan APBD;

Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per

%



Jabatan:

10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah vang telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah: dan

I1. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati Aceh Barat Dayva menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 12
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Dava.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 26 Ok7Zpler 2021 M

(2 Lebyee AL 1343 A
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—
AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidi
pada tanggal 27 Diz‘ai»r 2021 M
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